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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Tidak semua kerugian yang dialami masyarakat akibat fasilitas umum menjadi
pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi
terlebih dahulu yaitu kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan kelalaian
pengelolaan fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti ketika
adanya anggaran dana yang disalahgunakan atau sudah dibentuk lembaga untuk
pengelolaan fasilitas umum, namun tidak melaksanakan tugasnya. Ukuran kerugian
masyarakat yang berhak menerima pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta pun
harus dibatasi dengan kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum saja. Jika
kerugiannya akibat bencana alam atau akibat ulah sendiri sedangkan di sisi lain
Pemerintah tidak melakukan kelalaian pengelolaan, maka masyarakat tidak memiliki

hak untuk memintakan pertanggungjawaban hukum.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi atau dapat dibuktikan, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merugikan kepentingan
masyarakatnya, seperti kepada masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian pengelolaan
fasilitas umum. Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami
kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum menjadi salah satu kewenangan
Pemprov DKI Jakarta dengan dasar-dasar berupa, adanya istilah yang dikenal dalam
Hukum Administrasi Negara yaitu onrechtmatige overheidsdaad (OOD) atau
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang diperkuat oleh Putusan
MA 29-11-1976 No. 729 M/SIP/1975, asas pelayanan yang baik dalam AUPB, dan

kewenangan diskresi yang dapat dilakuan oleh Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Administrasi Negara yang wajib diberikan
Pemprov DKI Jakarta adalah pertanggungjawaban yang layak seperti tidak ditentukan
secara sepihak oleh Pemerintah saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat
kerugian masing-masing masyarakat yang mengalami kerugian. Pemprov DKI Jakarta
juga wajib memberikan tanggung jawab meskipun tidak ada dasar hukum yang

mengatur mengenai bagaimana pertanggungjawaban dan/atau berapa biaya ganti rugi
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yang wajib diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat yang mengalami
kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum, tanpa memperhatikan apakah

fasilitas umum tersebut dikelola oleh Pemerintah atau tidak.

2. Pemprov DKI Jakarta wajib senantiasa menydiakan dan melakukan upaya hukum bagi
masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan Pemerintahan seperti kelalaian
pengelolaan fasilitas umum dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi
masyarakatnya. Perlindungan hukum yang disediakan atau dilakukan oleh Pemprov
DKI Jakarta pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan,
peningkatan peran serta, prakrasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakyat. Pemprov DKI Jakarta harus senantiasa
menghormati serta melindungi hak-hak masyarakatnya selama hak masyarakat tersebut

tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada
masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum
adalah perlindungan hak masyarakat, dengan cara dibentuknya suatu peraturan atau
kebijakan mengenai fasilitas umum yang dapat memberikan kepastian hukum, tata cara
dan upaya hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan pertanggungjawaban atau

ganti rugi dari Pemerintah.

Perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan hukum dalam hal keadilan dan
kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara mengatur atau menyetujui
alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi korban bencana pohon tumbang di RAPBD DKI
Jakarta, karena dengan ini Pemprov DKI Jakarta tentu menjadi dapat memberikan
pertanggungjawaban atau ganti rugi secara maksimal kepada masyarakat yang
mengalami kerugian akibat pohon tumbang bahkan untuk pohon yang tidak dikelola
Pemerintah sekalipun. Pertanggungjawaban atau ganti rugi tersebut pun menjadi dapat
diberikan secara layak dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat kerugian

masing-masing korban.

5.2 Saran
Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, penulis
memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut,

yaitu:
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1.

Bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu senantiasa bertanggung jawab ketika
terdapat masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan
fasilitas umum. Bentuk atau upaya pertanggungjawaban yang diberikan oleh
Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak ditentukan secara sepihak saja oleh
Pemprov DKI Jakarta tanpa memperhatikan kebutuhan dan/atau kerugian yang
dialami masyarakat yang dirugikan, melainkan perlu disesuaikan dengan
kebutuhan dan/atau tingkat kerugian yang dialami masyarakat yang dirugikan

agar terciptanya pertanggungjawaban yang adil dan layak.

Bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan perlindungan hukum berupa
perlindungan hak masyarakat dengan cara merumuskan atau membentuk
peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan fasilitas umum yang terintegrasi
dan berkesinambungan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi
masyarakatnya. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga perlu memberikan
perlindungan hukum berupa perlindungan keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dengan cara mengatur atau menyetujui alokasi anggaran untuk ganti
rugi bagi korban pohon tumbang di RAPBD DKI Jakarta ataupun alokasi
anggaran untuk ganti rugi bagi korban yang dirugikan akibat fasilitas umum

yang lain.
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